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Abstrak  

Penegakan hukum terhadap Pemakai, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika diatur dalam UU No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengadopsi dua sistem peradilan, yaitu peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. 

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sering kali sistem peradilan rehabilitasi diabaikan oleh aparat 

penegak hukum di Indonesia. Menelisik dari beberapa pasal dalam UU Narkoba, ada sinergitas untuk menciptakan sistem 

penanganan yang berbeda antara Penyalahguna, Korban dan Pecandu Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103 lebih fokus pada 

rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 127 memberikan pidana, tetapi juga membuka peluang rehabilitasi bagi 

korban. Menurut teori yuridis normatif, pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang menderita penyakit dan 

membutuhkan perawatan fisik dan psikologis, serta dukungan dari masyarakat, agar bisa hidup normal kembali. Penerapan 

hukuman penjara saja belum cukup sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yang memberikan hak rehabilitasi bagi Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, baik secra sukarela 

maupun melalui putusan hakim. Namun, penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia belum 

mencapai tingkat optimal karena terdapat beberapa kendala, baik dari segi internal maupun eksternal. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau mencegah orang lain melakukan 

tindakan yang sama, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku menerima perawatan, sehingga mereka dapat kembali ke 

masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. 

Kata kunci: Perlindungan Hak, Rehabilitasi, Pemakai Narkoba, Korban Penyalahguna, Pecandu Narkoba 

1. Latar Belakang 

Pecandu, Penyalahguna dan Pemakai Narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan 

sosial yang wajib dijalani, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [1]. Negara 

bertanggung jawab memulihkan pengguna narkoba melalui rehabilitasi, sehingga program ini seharusnya tidak 

bergantung pada kemampuan bayar pengguna dan dapat diakses secara gratis. Proses rehabilitasi dapat diajukan 

oleh diri sendiri, keluarga, atau melalui proses hukum yang diawasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) [2]. 

Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks di Indonesia. Situasi ini ditandai 

oleh peningkatan signifikan jumlah individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, meningkatnya 

insiden kasus kejahatan terkait narkoba, serta diversifikasi model dan jaringan distribusi yang semakin kompleks 

[3]. 

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang bisa disepelekan. Selain 

berdampak pada penggunanya, penyalahgunaan narkoba juga bisa berdampak pada masa depan kehidupan 

bangsa dan Negara [4]. 

 

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang luar biasa, meluas dan sistematik. Walaupun 

kejahatan ini tidak secara langsung membunuh manusia, namun secara perlahan kejahatan ini bisa 

menghancurkan peradaban, kemiskinan, kebodohan dan meningkatnya angka kejahatan. Karena dampak buruk 

dari kejahatan narkoba sangat merugikan, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau 

extraordinary crime. Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya memperkuat program rehabilitasi dan 

layanan intervensi berbasis masyarakat untuk membantu penyalahguna narkoba [5]. 

 

Dalam Pasal 54 UU Narkotika, mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan untuk direhabilitasi 

medis dan sosial. Pasal ini menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
mailto:azwar@unilak.ac.id


 Azwar 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 5 Nomor 1, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6371 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

2860 

 

 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengarahkan pecandu dan korban penyalahgunaan untuk 

dipulihkan dan dikembalikan fungsinya dalam masyarakat, bukan hanya dijatuhi pidana [6]. Pasal 103 UU 

Narkotika, juga mengatur tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan penegakan hukum 

narkoba, melalui rehabilitasi, menekankan upaya terpadu antara penegakan hukum dan program pemulihan bagi 

mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian pada Pasal 127 UU Narkoba, memberikan 

pidana bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri, namun juga membuka kemungkinan rehabilitasi bagi 

korban. Pasal ini memberikan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Namun, ada 

pengecualian bagi penyalahguna, Pecandu dan Pemakai  untuk dilakuan rehabilitasi berdasarkan hasil Tim 

Assesment Terpadu [7]. 

 

Pemakai, Pecandu dan Penyalahguna narkotika, perlu dikenakan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan 

yang diselaraskan dengan pertanggungjawaban pidana dengan dilakukan assessment terpadu terlebih dahulu, 

apakah tersangkut dalam jaringan gelap narkoba. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan 

menjalani rehabilitasi [8]. Ketentuan ini sejalan  dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung yang mengatur 

penempatan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan memastikan proses rehabilitasi 

berjalan secara sinergis dan terpadu pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga pemidanaan 

(Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua 7 Institusi Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kemenkes, 

Kemensos, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional tahun 2014 tentang Penanganan 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi) [9]. 

 

Hak perlindungan adalah hak setiap orang, untuk mendapatkan jaminan keamanan dan pemeliharaan dari 

segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai martabat manusia. Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain 

untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak 

tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi 

korban. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan 

sejumlah peraturan yang ada [10]. Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut 

terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang meliputi; (1). Adanya    

perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, (2). Jaminan kepastian hukum. (3).   Berkaitan dengan hak - 

hak warga negaranya dan  (4).   Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya [11]. 

 

Kemudian Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat 

berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif [12]. Arti perlindungan preventif adalah rakyat 

diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk 

dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hokum [13]. 

 

Beberapa pendapat  tentang  teori perlindungan hukum; menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum 

merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Kemudian 

perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun [14]. Setiono, menghartikan perlindungan hukum adalah 

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia [15]. 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur kepustakaan,  metode ini dipilih karena peneliti berupaya 

menggambarkan fenomena kasus yang diteliti berdasarkan metode penelitian kepustakaan (library research) 

dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi seperti; buku 

dan jurnal yang layak dijadikan referensi. Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa 

penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan 

bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah 
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dan sebagainya [16]. Penelitian ini berlokasi di Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera 

Barat, Jalan Sutan Syahrir Kota Padang, selain itu, teknik penentuan sasaran dan informasi penelitian ini 

dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu BNNP Sumbar. Teknik penentuan sasaran dan informasi penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, maka jumlah 

informan sudah ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian, pengumpulan data 

dilakukan juga, melalui wawancara dengan Assesor Medis, Asessor  Hukum;  Perwakilan Ditresnarkoba 

Sumbar, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumbar, Penyidik Madya BNNP Sumbar, Penyidik yang menangani 

perkara atau Laporan  Polisi  serta Sekretaris  TAT yang terlibat dalam Tim Asesment Terpadu  BNNP  

Sumatera  Barat. 

3.  Hasil dan Diskusi 

Rehabilitasi berasal dari dua kata kata yaitu re dan habilitasi. Re berarti kembali dan habilitasi 

berarti  kemampuan. Jadi rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. [17]. Rehabilitasi itu sendiri sama 

artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali. Untuk lebih 

jelasnya, berikut ini ada beberapa pengertiannya, baik secara umum maupun menurut para ahli. Rehabilitasi 

secara umum ialah suatu proses perbaikan ataupun penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi 

normal. Rehabilitasi sendiri berguna untuk mengembalikan kondisi semula dan juga untuk melatih manusia 

dalam melakukan suatu tindakan secara normal dengan kondisi fisik yang sudah tidak normal lagi. Rehabilitasi 

adalah proses pemulihan, perbaikan, atau pengembalian kondisi seseorang atau sesuatu ke keadaan semula, atau 

keadaan yang lebih baik, setelah mengalami gangguan, kerusakan atau kehilangan. Tujuan utamanya adalah 

untuk mengembalikan fungsi, kemandirian dan kemampuan seseorang, agar dapat berpartisipasi penuh dalam 

kehidupan social [18]. 

 

Rehabilitasi  narkoba adalah upaya komprehensif untuk memulihkan individu dari kecanduan narkoba, 

meliputi pemulihan fisik dan mental, serta pembinaan agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat 

[19]. Proses ini melibatkan tiga tahap utama di Indonesia: rehabilitasi medis untuk detoksifikasi dan mengatasi 

gejala putus obat, rehabilitasi non-medis berupa konseling dan dukungan spiritual, serta bina lanjut untuk 

reintegrasi ke masyarakat.  Tujuan Rehabilitasi Narkoba; Membebaskan Pecandu, Membantu pecandu 

melepaskan diri dari ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba.  Memulihkan Kesehatan: 

Mengembalikan kesehatan fisik dan mental yang rusak akibat penggunaan narkoba.  Mengembangkan 

Kemampuan Sosial: Melatih pecandu untuk mengontrol diri, membuka diri kepada profesional dan kembali 

menjalani kehidupan  normal  dan  produktif [20]. 

 

Tahapan Rehabilitasi Narkoba di Indonesia; Rehabilitasi Medis. Fokus pada pengobatan dan detoksifikasi 

untuk menghilangkan zat narkoba dari tubuh dan mengatasi gejala putus obat. Dilakukan oleh tenaga medis dan 

dapat melibatkan terapi obat-obatan tertentu seperti metadon atau nalrekson. Rehabilitasi Non-Medis; 

Melibatkan intervensi psikologis dan perilaku seperti konseling dan pembinaan spiritual atau 

keagamaan. Tujuannya adalah untuk membantu pecandu memahami penyebab kecanduannya. Bina Lanjut; 

Fokus pada reintegrasi sosial, memastikan pecandu dapat kembali berfungsi di masyarakat. Melibatkan 

dukungan dari keluarga, komunitas dan kegiatan sosial seperti pelatihan keterampilan, olahraga dan aktivitas 

positif lainnya, untuk mengisi waktu luang dan mencegah kekambuhan [21]. 

 

Istilah pecandu narkotika tentu lebih sering/banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dibanding 

istilah penyalahguna narkotika. Bahkan, mungkin sebagian besar masyarakat awam tidak dapat membedakan 

kedua istilah tersebut dan cenderung mengartikannya sama yaitu istilah bagi orang-orang yang menggunakan 

narkotika. Dalam UU Narkotika, kedua istilah tersebut adalah berbeda, baik pengertiannya maupun hukuman 

atas masing-masing pelakunya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Narkotika; Penyalah guna adalah orang 

yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan 

Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, 

baik secara fisik maupun psikis, maka dia menjadi Pecandu Narkotika. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, 

maka terlihat perbedaan yang sangat jelas antara keduanya adalah terletak pada kondisi penggunaan narkotika, 

apakah sekedar menggunakan atau menggunakan dalam keadaan ketergantungan. Seseorang dapat disebut 

sebagai pecandu narkotika, apabila dapat dibuktikan orang tersebut menggunakan narkotika karena telah 

ketergantungan [22]. Sedangkan seseorang dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika, apabila terbukti 

menggunakan narkotika secara melawan hukum (tidak mendapatkan izin menggunakannya), tanpa memandang, 

apakah dalam keadaan ketergantungan atau tidak (seharusnya tidak dalam keadaan ketergantungan, karena 

apabila sudah dalam keadaan ketergantungan, maka dianggap sebagai pencandu). Yang dimaksud dengan 

https://www.google.com/search?sca_esv=231db103015f74e7&sxsrf=AE3TifNIyuzGr-x_NIANzwgCzPHYJdBKWQ%3A1756282913707&q=Rehabilitasi+Medis&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiAgcnZx6qPAxX61jgGHdejCCcQxccNegUI7AIQAg&mstk=AUtExfDAOtSUw41_kFvUbyiCSBVDcF-qZtPJ_P4L5qUdVHyPpsl8jWmRb_10v_E0bx8Loy7RKnIoO2Oz_TkP8PUDCChp29JeNbypLTnS3dGPmzJ0XG2PRb4Zq0DjCS91VoBQUWj59wTpqvjuNThCIaYygWum3O10ZBv2vzM7wKXgjfudmm7MB_bBD0ylO-KJVw6h3_LRAav_T8M-hURr_qeMdwW0FG9iL2f2QNedbo2OrAFS1777H1kjSzU3Rv_yg20Apck4sBd8-sV4MkZvUt1lm_Zp&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=231db103015f74e7&sxsrf=AE3TifNIyuzGr-x_NIANzwgCzPHYJdBKWQ%3A1756282913707&q=Rehabilitasi+Non-medis&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiAgcnZx6qPAxX61jgGHdejCCcQxccNegUI7gIQAg&mstk=AUtExfDAOtSUw41_kFvUbyiCSBVDcF-qZtPJ_P4L5qUdVHyPpsl8jWmRb_10v_E0bx8Loy7RKnIoO2Oz_TkP8PUDCChp29JeNbypLTnS3dGPmzJ0XG2PRb4Zq0DjCS91VoBQUWj59wTpqvjuNThCIaYygWum3O10ZBv2vzM7wKXgjfudmm7MB_bBD0ylO-KJVw6h3_LRAav_T8M-hURr_qeMdwW0FG9iL2f2QNedbo2OrAFS1777H1kjSzU3Rv_yg20Apck4sBd8-sV4MkZvUt1lm_Zp&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=231db103015f74e7&sxsrf=AE3TifNIyuzGr-x_NIANzwgCzPHYJdBKWQ%3A1756282913707&q=Bina+Lanjut&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiAgcnZx6qPAxX61jgGHdejCCcQxccNegUI4wIQAg&mstk=AUtExfDAOtSUw41_kFvUbyiCSBVDcF-qZtPJ_P4L5qUdVHyPpsl8jWmRb_10v_E0bx8Loy7RKnIoO2Oz_TkP8PUDCChp29JeNbypLTnS3dGPmzJ0XG2PRb4Zq0DjCS91VoBQUWj59wTpqvjuNThCIaYygWum3O10ZBv2vzM7wKXgjfudmm7MB_bBD0ylO-KJVw6h3_LRAav_T8M-hURr_qeMdwW0FG9iL2f2QNedbo2OrAFS1777H1kjSzU3Rv_yg20Apck4sBd8-sV4MkZvUt1lm_Zp&csui=3
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”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena 

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika [23]. 

 

Undang - Undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976, melalui 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan/penggantian 

undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia semakin  berkembang  dari  

waktu  ke  waktu,  sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan pengaturan hukum yang lebih baik. 

Namun, ternyata penyempurnaan undang-undang tersebut, terkesan luput dari berbagai aspek keadilan dan 

kemanfaatan hukum yang mana salah satunya menjadi fokus dari tulisan ini [24]. 

 

Di Indonesia sendiri, hasil survei 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba 

mencapai 1,73 persen dari total penduduk usia 15-64 tahun, atau sekitar 3,3 juta jiwa. Angka ini menunjukkan 

peningkatan dibanding survei sebelumnya, bahwa faktor geografis Indonesia  dengan pulau-pulaunya yang 

banyak dan panjang garis pantai, menjadi tantangan besar dalam pengawasan peredaran narkoba. Selain itu, 

perkembangan platform digital turut mempermudah distribusi narkoba secara illegal.  Kemudian jumlah 

terdakwa kasus narkotika di Indonesia pada tahun 2023 adalah 46.580 kasus  yang tercatat  dalam Direktori 

Putusan Mahkamah Agung. Angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan tren 

penurunan kasus narkotika secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut rincian jumlah terdakwa 

narkotika berdasarkan  data  Mahkamah Agung, sebagai berikut [25]. 

 

1. Tahun 2023: 46.580 kasus 

2. Tahun 2022: 47.039 kasus 

3. Tahun 2021: 58.071 kasus 

4. Tahun 2020: 56.207 kasus. 

 

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, jumlah kasus narkotika yang diputus di 

Pengadilan tetap tinggi dan menjadi perhatian serius. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang 

Narkotika, baik pengguna dan pecandu  lebih  tepat  untuk  direhabilitasi  atau  diberikan  penanganan  dengan  

perspektif kesehatan. Kondisi ini nampak nyata bagi pengguna narkotika yang dipidana oleh negara. Keadaan 

semakin buruk karena kebijakan alternatif penahanan yang jarang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. 

SEMA dan SEJA terkait penempatan pengguna dan pecandu narkotika di tempat-tempat rehabilitasi belum 

berjalan secara maksimal. Dari data yang dikeluarkan Kemenkumham Pada Desember 2016, penghuni Lapas 

yang teridentifikasi, sebagai  pengguna mencapai 25,569 orang: 

 

1. Kapasitas: 118.907 orang 

2. Jumlah penghuni: 204.511 orang 

3. Napi kasus Narkoba: 74.357 orang 

4. Pengguna Narkoba: 25.569 orang. 

 

Apabila dilihat dari data diatas maka sekitar 30% dari penghuni Rutan dan Lapas adalah kasus Narkotika 

dengan setengahnya teridentifikasi langsung sebagai pengguna. Namun apabila melihat praktik peradilan pidana, 

maka angka pengguna narkotika yang dipenjarakan bisa jadi lebih dari yang ada. Kemudian berdasarkan data 

penelitian dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), selama periode 2016-2020 ada 745 orang terdakwa 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,3% 

terdakwa  penyalahguna narkotika diputus hukuman penjara. Sedangkan yang direhabilitasi hanya 3,2%, dan 

dipenjara sekaligus rehabilitasi 3,1%. Kemudian 1,3% sisanya diputus dengan hukuman lainnya, seperti 

dikembalikan pada orang tua. Hal ini hanya terjadi jika terdakwanya masih berusia anak-anak [10]. 

 

Data ini menggambarkan betapa pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan 

pada para penyalahguna narkotika. Kritik terhadap pandangan ini adalah memaknai pecandu dan korban 

penyalahguna sebagai kejahatan sehingga harus dipenjara. Padahal, konsep pecandu dan apalagi korban 

penyalahguna sebenarnya tidak ada unsur pencelaan (censure) yang patut dipidana. IJRS juga menemukan ada 

38,6% putusan yang menghukum penyalahguna narkotika dengan masa kurungan di bawah 1 tahun. Padahal, 

menurut IJRS, durasi pidana penjara di bawah 1 tahun seharusnya dapat diberikan hukuman pidana bersyarat. 

 

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk 

kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika 

https://databoks.katadata.co.id/tags/narkoba
https://databoks.katadata.co.id/tags/narkotika
https://databoks.katadata.co.id/tags/penjara
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dan menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, serta memidana berat pelaku kejahatan 

narkotika [26]. Menjamin ketersediaan narkotika: Memastikan pasokan narkotika tersedia untuk keperluan 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah dan melindungi bangsa dari 

penyalahgunaan narkotika: Mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya 

narkotika. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor: Menghentikan kegiatan ilegal dalam distribusi 

dan penjualan narkotika dan zat kimia dasar narkotika (prekursor).  Menjamin rehabilitasi: Memastikan 

penyediaan upaya rehabilitasi medis dan sosial yang diperlukan bagi para penyalahguna dan pecandu 

narkotika.  Memperkuat penegakan hukum : Menetapkan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana denda, 

penjara, seumur hidup, hingga pidana mati, dan mempidanakan pelaku yang terlibat dalam pencucian uang hasil 

kejahatan narkotika. 

 

Filosofi rehabilitasi narkoba berpusat pada pemulihan menyeluruh individu pecandu narkoba melalui 

pendekatan medis, psikologis dan sosial untuk membantu mereka berhenti dari kecanduan, memulihkan kualitas 

hidup, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab [27]. Filosofi ini juga 

menekankan kepercayaan pada potensi individu untuk berubah, pentingnya dukungan komunitas dan 

pemahaman bahwa pemulihan adalah proses yang memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. 

 

Prinsip-Prinsip Utama Rehabilitasi Narkoba adalah [28]: 

1. Pendekatan Holistik, Rehabilitasi harus mencakup aspek fisik (medis), psikologis, dan sosial untuk 

pemulihan yang komprehensif. 

2. Fokus pada Kualitas Hidup, tujuannya bukan hanya menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga 

meningkatkan kualitas hidup pecandu secara keseluruhan, termasuk kesehatan mental, relasi sosial, dan 

keterampilan hidup. 

3. Pemberdayaan Individu, Ada keyakinan bahwa setiap pecandu memiliki kapasitas untuk pulih dan 

menentukan arah hidupnya sendiri, dengan dukungan yang tepat. 

4. Pencegahan Kekambuhan (Relapse), Program rehabilitasi dirancang untuk membekali individu dengan 

keterampilan untuk mengantisipasi, mengelola, dan mengatasi potensi kekambuhan. 

5. Dukungan dan Penerimaan, Penerimaan tanpa syarat (acceptance) dan dukungan yang hangat dari 

konselor dan komunitas sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri pecandu. 

6. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Vokasional, Individu perlu dilatih untuk disiplin diri, mengelola 

emosi, dan mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dan mandiri di masyarakat tanpa narkoba. 

7. Pemulihan Spiritual (Opsional): Beberapa program rehabilitasi juga memasukkan penyembuhan spiritual 

untuk membantu individu menemukan kekuatan dari dalam atau kekuatan yang lebih besar dari dirinya 

sendiri untuk menjaga pemulihan. 

Pentingnya Rehabilitasi yaitu: 

1. Pemulihan dari Ketergantungan: Memberikan cara yang terstruktur dan terpandu untuk melepaskan diri 

dari cengkeraman narkoba, terutama bagi yang sudah kecanduan. 

2. Reintegrasi Sosial: Membantu mantan pengguna untuk membangun kembali hubungan sosial yang sehat 

dan kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 

3. Perbaikan Kondisi Mental dan Fisik: Mengurangi efek negatif dari penggunaan narkoba dan 

meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 

 

Rehabilitasi didasarkan pada filosofi bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertanggung jawab atas 

kesehatan mereka sendiri dan bahwa mereka juga memiliki nilai yang melekat. Filosofi ini menghasilkan sudut 

pandang bahwa setiap individu adalah entitas yang komprehensif, holistik dan unik. Hal ini menjadikan Tim 

rehabilitasi bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

bagi penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan, meningkatkan  dan memaksimalkan fungsi independensi 

mereka Dalam model perawatan medis, dokter bertugas memastikan kelangsungan hidup pasien.  Dokter 

memiliki peran aktif dalam diagnosis dan manajemen pasien, dengan pasien sering melakukan peran pasif dalam 

proses perawatan. Model ini dapat berperan ketika menangani situasi perawatan kritis terbatas dalam perawatan 

darurat. Meskipun sering terbatas dalam membantu pasien dengan kondisi di mana fungsionalitas dan partisipasi 

dalam aktivitas merupakan tantangan nyata. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, dalam kondisi seperti 

stroke, perhatian pasien mungkin melampaui mengatasi rasa sakit atau spastisitas, tetapi berpusat pada 

fungsionalitas dalam kembali bekerja, seksualitas, perawatan dan transfer dan sebagainya. 

 

Di sisi lain, rehabilitasi terutama menggunakan Model Bio-Psiko-sosial  yang mengalihkan fokusnya dari 

penyakit ke individu. Rehabilitasi berfokus pada pemberdayaan individu untuk belajar memaksimalkan fungsi 

residual mereka, dengan tujuan meminimalkan dampak gangguan pada aktivitas sehari-hari. Peran rehabilitasi 

https://www.physio-pedia.com/Introduction_to_Rehabilitation
https://www.physio-pedia.com/Biopsychosocial_Model


 Azwar 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 5 Nomor 1, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6371 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

2864 

 

 

ini dilakukan oleh tim profesional rehabilitasi, termasuk dokter, perawat, terapis fisik, terapis okupasi, terapis 

wicara/bahasa, psikolog, pekerja sosial. Melalui model ini, pendekatan perawatan yang lebih holistik diambil 

dengan individu dan struktur pendukung mereka seperti keluarga dan teman yang termasuk dalam proses 

rehabilitasi untuk memungkinkan semua orang memahami kondisi dan mengembangkan strategi untuk 

mengelola kondisi secara efektif. Rehabilitasi  bukanlah pil Ajaib dan pendidikan adalah aspek penting dari 

proses rehabilitasi disemua tahapan yang memastikan individu dan struktur pendukungnya memiliki pemahaman 

yang baik tentang apa yang sedang terjadi, untuk menetapkan harapan yang realistis. Pendidikan individu dalam 

rehabilitasi memungkinkan orang tersebut untuk memikul tanggung jawab atas kesehatan mereka, 

mempromosikan perawatan yang berpusat pada pasien dan mempromosikan tingkat kemandirian terbesar dalam 

aktivitas dan keterlibatan dalam rencana rehabilitasi [29]. 

 

Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang 

menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial”. Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah 

seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau 

diancam untuk menggunakan Narkotika. Adanya tindakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan tersebut, hadir 

guna melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan maksud memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk pulih dan siap kembali kedalam kehidupan dalam bermasyarakat. Namun kebijakan untuk 

menempatkan korban pengguna narkoba ditempatkan rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik, karena masih 

terbentur dengan ketentuan undang-undang narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai 

sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan 

pemulihan secara maksimal karena harus mendekam didalam penjara. 

 

Dalam hal ini, hakim  dapat memberikan sanksi hukuman penjara maksimal 4  tahun  penjara terhadap 

penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009,  tentang  

narkotika  yakni  setiap  penyalahguna:  

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. 

2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun. 

3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

Hakim juga dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada pelaku agar menjalani rehabilitas medis dan 

rehabilitas sosial. Landasan hukum bagi tindakan rehabilitasi  terhadap  pelaku penyalahgunaan narkotika dapat 

dilihat dalam  Undang - Undang No 35 Tahun 2009,  dalam  Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 

2009, disebutkan bahwa hakim memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan 

si penyalahguna narkotika menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas jika pecandu terbukti salah 

melakukan tindak pidana narkotika. 

 

Filosofi dibalik Pasal 103 UU Narkotika adalah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam 

mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga 

dengan melibatkan masyarakat luas yang diwujudkan melalui pemberian penghargaan bagi masyarakat yang 

turut serta dalam upaya pemberantasan narkoba, sejalan dengan tujuan UU Narkotika untuk melindungi 

masyarakat dari bahaya narkotika. Pasal ini melengkapi upaya hukum yang ada, seperti sanksi pidana bagi 

pengedar dan penyalahguna, dengan memperkuat aspek pencegahan dari lini masyarakat. Secara umum, undang-

undang narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan 

mendorong upaya rehabilitasi. Pasal 103 adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat 

tersebut. 

 

Pelayanan rehabilitasi tidak hanya diperuntukan bagi pecandu atau korban penyalah guna Narkoba saja, 

namun tersangka atau terdakwa yang mempunyai peran ganda sebagai pecandu sekaligus pengedar, juga 

memiliki kesempatan untuk direhabilitasi dari ketergantungan terhadap Narkoba. Rehabilitasi juga berlaku 

terhadap terhadap narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba merupakan 

solusi yang tepat untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan dan kembali ke lingkungan sosial 

masyarakat. Rehabilitasi secara maksimal juga diyakini dapat menekan angka penyalah guna, selain itu angka 

kematian akibat penyalahgunaan Narkoba juga cukup tinggi. Semua mempunyai hak untuk menjalani perawatan, 

pengobatan dan pemulihan. 
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Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan dalam hal pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau 

korban penyalah guna Narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan Peraturan Pemerintah  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu 

Narkotika. Selain itu pada tanggal 11 Maret 2014, BNN bersama Mahkamah Agung, Kemenkum dan HAM, 

Kejaksaan, Polri, Kemenkes dan Kemensos juga telah menandatangani sebuah Peraturan Bersama yang 

mengatur tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. 

 

Perma Rehabilitasi Narkoba yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika  ke  Dalam  Lembaga 

Rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan penanganan pecandu dan korban narkoba melalui 

program rehabilitasi, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun narapidana, sambil tetap menjalankan upaya 

pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tujuan utama Perma No. 1/PB/MA  Tahun 2014 adalah: 

 

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penanganan masalah narkotika.  

2. Memberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.  

3. Mengarahkan penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman penjara.  

 

Karakteristik dan Prosedur Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan PERMA, Identifikasi Kebutuhan 

Rehabilitasi; Penentuan apakah seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi didasarkan pada beberapa syarat, 

seperti kesadaran untuk direhabilitasi, hasil tes laboratorium yang positif, atau melalui pemeriksaan Tim 

Asesmen Terpadu. Asesmen Terpadu; Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk untuk menentukan apakah 

seseorang memerlukan rehabilitasi. Bukan Pengedar, Penentuan ini biasanya mengecualikan residivis atau 

pengedar narkotika. Fokus pada Pemulihan; Rehabilitasi berfokus pada proses pengobatan, perawatan dan 

pemulihan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif. 

 

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014, mengatur bahwa: 

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam 

penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di 

pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis 

dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. 

2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah 

yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi 

tanggungan sendiri. 

4. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang 

telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing. 

 

Pasal 4  dari Perma No. 1 Tahun 2014: 1). Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti 

Narkotika dan positif menggunakan Narkotika, sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat 

ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah 

setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik 

dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. 2). Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah 

tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses 

peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan 

rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan 

Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil 

asesmen Tim Asesmen Terpadu. 3). Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4). Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai 

tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari 

jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, 

darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara 

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=21d142fe9e0fef6b&sxsrf=AE3TifOkJfTiLpUCy6ByCAUT_xzJjC5XaQ%3A1756906857246&q=Peraturan+Mahkamah+Agung+%28PERMA%29+Nomor+1+Tahun+2014+tentang+Penanganan+Pecandu+Narkotika+dan+Korban+Penyalahgunaan+Narkotika+ke+Dalam+Lembaga+Rehabilitasi&sa=X&ved=2ahUKEwjSkeiI3LyPAxW9yzgGHWCxFckQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDFIUcmEAupUdjQGdkLyp1RZE1ZhGN39shDyeiZE_s-o7htUAR9ZW-SNrglzI4VgHxpEp4hLKySWqjpyOYh7IohGB_ZOaj_KAFPti03v_M7OwfJj_KEAEXctsu8N-LshjeAo8b36RKhkk8B6RKN6a4U-37FEeqWCmeuisfGKa-_DoI&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=21d142fe9e0fef6b&sxsrf=AE3TifOkJfTiLpUCy6ByCAUT_xzJjC5XaQ%3A1756906857246&q=Peraturan+Mahkamah+Agung+%28PERMA%29+Nomor+1+Tahun+2014+tentang+Penanganan+Pecandu+Narkotika+dan+Korban+Penyalahgunaan+Narkotika+ke+Dalam+Lembaga+Rehabilitasi&sa=X&ved=2ahUKEwjSkeiI3LyPAxW9yzgGHWCxFckQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDFIUcmEAupUdjQGdkLyp1RZE1ZhGN39shDyeiZE_s-o7htUAR9ZW-SNrglzI4VgHxpEp4hLKySWqjpyOYh7IohGB_ZOaj_KAFPti03v_M7OwfJj_KEAEXctsu8N-LshjeAo8b36RKhkk8B6RKN6a4U-37FEeqWCmeuisfGKa-_DoI&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=21d142fe9e0fef6b&sxsrf=AE3TifOkJfTiLpUCy6ByCAUT_xzJjC5XaQ%3A1756906857246&q=Peraturan+Mahkamah+Agung+%28PERMA%29+Nomor+1+Tahun+2014+tentang+Penanganan+Pecandu+Narkotika+dan+Korban+Penyalahgunaan+Narkotika+ke+Dalam+Lembaga+Rehabilitasi&sa=X&ved=2ahUKEwjSkeiI3LyPAxW9yzgGHWCxFckQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDFIUcmEAupUdjQGdkLyp1RZE1ZhGN39shDyeiZE_s-o7htUAR9ZW-SNrglzI4VgHxpEp4hLKySWqjpyOYh7IohGB_ZOaj_KAFPti03v_M7OwfJj_KEAEXctsu8N-LshjeAo8b36RKhkk8B6RKN6a4U-37FEeqWCmeuisfGKa-_DoI&csui=3
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Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu, tetap 

ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka 

rehabilitasi. 

 

Kemudian dalam Pasal 5 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, juga mengatur bahwa Pecandu Narkotika 

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar 

Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. 

 

Fungsi utama dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah melakukan penilaian komprehensif terhadap 

tersangka kasus narkoba untuk menentukan statusnya sebagai penyalahguna, pecandu atau pengedar/bandar yang 

menjadi dasar penentuan tindakan rehabilitasi. TAT berperan dalam mengimplementasikan prinsip restorative 

justice, yaitu memisahkan penyalahguna murni agar mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, sehingga 

mengurangi jumlah pemakai yang dipenjara dan mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum narkotika. 

 

TAT melakukan asesmen yang mendalam untuk mengklasifikasikan tersangka narkoba, apakah mereka, 

Penyalahguna Murni,  Seseorang yang hanya menggunakan narkoba tanpa terlibat dalam peredaran.  Pecandu, 

Seseorang yang mengalami ketergantungan pada narkoba. Pengedar atau Bandar, Seseorang yang terlibat dalam 

jaringan peredaran narkoba.  Hasil asesmen dari TAT akan menentukan apakah tersangka tersebut berhak 

direhabilitasi atau tidak. Kriteria ini didasarkan pada apakah mereka adalah korban (penyalahguna) atau pelaku 

kejahatan (pengedar/bandar). 

 

Jika hasil asesmen menyatakan bahwa tersangka adalah penyalahguna murni, maka TAT akan 

memberikan rekomendasi agar orang tersebut diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi medis dan 

sosial. Peran TAT sejalan dengan konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana 

narkotika. Tujuannya adalah untuk mengurangi permintaan narkoba melalui rehabilitasi bagi penyalahguna, 

bukan hanya memberikan hukuman pidana.   

 

Dengan memilah penyalahguna untuk direhabilitasi, penegakan hukum menjadi lebih efektif karena fokus 

pada penindak pidana yang lebih berat (pengedar/bandar) dan memberikan kesempatan pemulihan bagi 

korban. TAT adalah instrumen penting dalam sistem penanganan narkotika di Indonesia untuk memastikan 

bahwa penyalahguna narkoba mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan perannya dalam kasus 

tersebut, yaitu rehabilitasi untuk pemulihan bukan hukuman penjara. 

 

Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memastikan bahwa individu yang menyalahgunakan narkotika dapat pulih 

dan tidak kembali ke kebiasaan buruknya di masa depan. Meskipun demikian, banyak yang meragukan 

efektivitas sistem  rehabilitasi dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, 

rehabilitasi harus didampingi oleh upaya pemberantasan pengedar narkotika. Rehabilitasi dapat menjadi solusi 

untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika yang marak. Individu yang terlibat dalam proses hukum karena 

penyalahgunaan narkotika, pecandu atau pemakai harus dilindungi dan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi 

sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. 

 

Upaya rehabilitasi dapat dijalankan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Terkadang, masyarakat 

menganggap penyalahguna narkotika, korban dan pecandu, sebagai penjahat yang harus dihukum penjara untuk 

memberikan efek jera. Kesalahpahaman masyarakat ini mempengaruhi penegakan hukum yang cenderung 

menggunakan sistem peradilan pidana penjara. Hakim memutuskan kasus  penyalahgunaan  narkotika yang 

diajukan oleh penuntut umum melalui sistem peradilan pidana, memberikan hukuman penjara dan mengenakan 

pasal pengedar. Korban Penyalahguna Narkotika dan Pecandu Narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi melalui 

jalur yang telah disediakan oleh Undang-Undang Narkotika melalui sistem peradilan rehabilitasi, mereka harus 

ditempatkan di lembaga rehabilitasi. 

 

Hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, belum dapat dijalankan secara maksimal karena ada beberapa kendala yang perlu 

diatasi yaitu sebagai berikut: 
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1. Kendala  Internal 

Pemenuhan hak rehabilitas bagi penyalahguna narkotika memiliki   berbagai kendala yang disebabkan  

oleh faktor   internal yang menghambat proses rehabilitasi   bagi   penyalahguna   narkotika.   Voluntari, 

merupakan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yang telah berusia cukup  umur  untuk  

melaporkan  diri  ke  institusi  penerimaan  wajib  lapor  atau dilaporkan  oleh  keluarga   penyalahguna   

narkotika,   apabila  penyalahguna narkotika masih belum cukup umur. Kendala internal pemenuhan 

rehabilitasi dari segi voluntary yaitu individu sebagai  penyalahguna  narkotika atau pecandu  memiliki 

rasa  malu  terhadap keluarga  dan  lingkungan  tempat  tinggal,  sehingga  tidak memiliki keinginan 

untuk melaporkan diri ke institusi penerimaan wajib lapor. Keinginan individu untuk tetap menikmati 

narkotika membuat kendala dalam proses voluntary.  Rasa takut pemidanaan juga merupakan  kendala  

bagi penyalahguna  narkotika  dalam  melaporkan  diri  kepada  institusi  wajib  lapor. Compulsary, 

merupakan program wajib lapor dimana penyalahguna narkotika yang  telah  melalui  proses  persidangan  

diwajibkan  untuk  menjalani  proses rehabilitasi berdasarkan putusan dari pengadilan. Faktor internal 

yang menjadi kendala  dari  segi  compulsary  yakni adanya  keinginan  kuat  apparat penegak hukum 

dalam penegakkan hukum (law enforcement). 

 

2. Kendala eksternal 

Upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui voluntary dan compulsari 

memiliki kendala  eksternal  yang  mengakibatkan pemenuhan  hak  rehabilitasi  menjadi  tidak  optimal.  

Kendala dari  pemenuhan  hak rehabilitasi  secara  voluntary,  maka  faktor  keluarga  menjadi  salah  satu  

dari  kendala eksternal  karena  penyalahguna  narkotika  ditekan  oleh  pihak  keluarga  untuk  tidak 

melaporkan diri kepada institutsi penerimaan wajib lapor karena akan membuat nama keluarga menjadi 

tercoreng. Faktor ekternal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  

narkotika  dari compulsory yakni  setelah adanya putusan rehabilitasi dari pengadilan, maka 

penyalahguna narkotika secepatnya harus menjalani proses rehabilitasi, faktor eksternal  yang   menjadi 

kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah sampai saat ini kurangnya 

fasilitas yang memadai supaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat berjalan secara optimal. 

Pecandu narkotika setelah melapor, akan dinilai dan dinyatakan memiliki penyakit kecanduan oleh dokter 

yang kompeten. Pecandu narkotika yang telah diberikan layanan rehabilitasi berupa rawat jalan dan 

layanan rawat inap maka tidak dituntut pidana berdasarkan undang-undang. Pelaporan pecandu narkotika 

bertujuan untuk memberikan asesmen dan layanan rehabilitasi agar terhindar dari jeratan hukum. 

 

Sanksi rehabiltiasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan KUHP yang baru, 

menggeser tujuan pemidanaan dari sekadar hukuman menjadi lebih luas, mencakup pencegahan, rehabilitasi dan 

pemulihan. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial pelaku penyalahgunaan narkotika, baik 

secara fisik maupun psikologis. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pelaku sering dianggap juga sebagai 

korban kejahatan, sehingga penekanannya adalah pemulihan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, 

perbedaan utamanya adalah pendekatan rehabilitasi yang digunakan sebagai cara untuk menangani pelanggaran 

hukum [30]. 

 

Rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana. Ini 

berarti bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau mencegah orang 

lain melakukan tindakan yang sama, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku menerima perawatan sehingga 

mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. 

4.  Kesimpulan 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penegakan hukum terhadap Pemakai, 

Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika diatur dalam UU Narkotika  yang mengadopsi dua 

sistem peradilan, yaitu peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana, berdasarkan teori yuridis normatif, dalam 

upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sering kali sistem peradilan rehabilitasi diabaikan oleh aparat 

penegak hukum di Indonesia. Menelisik dari beberapa pasal dalam UU Narkoba, ada sinergis untuk menciptakan 

sistem penanganan yang berbeda antara Penyalahguna, Korban dan Pecandu Narkotika, dimana pada  Pasal 54 

dan Pasal 103 lebih fokus pada rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 127 memberikan pidana, tetapi juga membuka 

peluang rehabilitasi bagi korban, sehingga penanganannya bersifat komprehensif.  Penyalahguna narkotika perlu 

dikenakan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan yang diselaraskan dengan pertanggungjawaban pidana. Dengan 

berlakunya KUHP Nasional, terdapat beberapa  jenis pidana pokok selain penjara, yaitu pidana pengawasan, 
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pidana denda dan pidana kerja sosial (Pasal 64 KUHP Nasional/UU No. 1 Tahun 2023) yang dapat dikenakan 

bagi penyalahguna narkotika. Menurut teori yuridis normatif, pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang 

menderita penyakit dan membutuhkan perawatan fisik dan psikologis, serta dukungan dari masyarakat, agar bisa 

hidup normal kembali. Penerapan hukuman penjara saja belum cukup sesuai dengan perspektif Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan hak rehabilitasi bagi Pengguna, Pecandu dan 

Korban Penyalahguna Narkotika  dengan menempatkannya dalam lembaga rehabilitasi, baik secra sukarela 

maupun melalui putusan hakim. Hal ini dianggap sebagai alternatif yang lebih baik, dalam memberikan sanksi 

pidana kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan memerangi peredaran gelap narkotika, jika dibandingkan 

dengan hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara. Namun, penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna 

narkotika di Indonesia belum mencapai tingkat optimal karena terdapat beberapa kendala, baik dari segi internal 

maupun eksternal. Sanksi rehabiltiasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan KUHP yang 

baru, menggeser tujuan pemidanaan dari sekadar hukuman menjadi lebih luas, mencakup pencegahan, 

rehabilitasi dan pemulihan.  Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial pelaku penyalahgunaan 

narkotika, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pelaku sering dianggap 

juga sebagai korban kejahatan, sehingga penekanannya adalah pemulihan. Rehabilitasi dalam kasus 

penyalahgunaan narkoba, juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana. Ini berarti bahwa tujuan dari 

pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau mencegah orang lain melakukan tindakan 

yang sama, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku menerima perawatan sehingga mereka dapat kembali ke 

masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. 
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